
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 

NOMOR :  

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 

2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 

Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan 

dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung;  

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan 

dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada 

masyarakat, Bupati perlu melimpahkan kewenangan 

penandatanganan izin dimaksud; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten 

Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
    

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

    

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

    

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

    

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

    
  9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
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  11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

    

  12 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perbaikan Iklim Investasi; 

    
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

    
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

    

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 

Nomor 29, Seri D); 

    
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 17); 
    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 

Nomor 16); 

    

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 

    
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 

    
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 

Nomor 7); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 

Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2008 

Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3, diubah sehingga 
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut 

 

Pasal 3 

 
(1) Sebagian kewenangan penandatanganan perizinan yang 

dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi: 

a. Izin mendirikan Bangunan (IMB); 

b. Izin Gangguan (HO); 

c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

e. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK); 

f. Izin Lingkungan; 

g. Izin Usaha Tetap (IUT); 

h. Izin Usaha Industri (IUI); 

i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 

j. Izin Penyelenggaraan Reklame; 

k. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. 

 

(2) Sebagian kewenangan penandatanganan non perizinan 

yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi: 

a. Tanda Daftar Industri (TDI); 

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

c. Tanda Daftar Gudang (TDG); 

d. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM). 
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2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 A 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non 

Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, 

dinyatakan masih tetap berlaku 

 
PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal  

  

 BUPATI BANDUNG 

  

 
 

 

 DADANG M. NASER 

Diundangkan di Soreang  

pada tanggal   
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 
 

 

 

 

SOFIAN NATAPRAWIRA 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19581229 198603 1 011 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

TAHUN 2012  NOMOR  
 

 

 


